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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menemui beberapa kendala-kendala 

dalam hal menerapkan diskresi, yang terbagi menjadi 2 faktor, yakni: Faktor 

Internal yang menjadi kendala bagi Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia 

Jawa Barat yaitu internal Kepolisian sendiri yaitu tidak semua anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi, khususnya berlatar belakang pendidikan tinggi 

hukum, dan lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi contohnya 

yaitu adanya hubungan yang seharusnya sesuai berdasarkan dengan aturan 

hukum tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Faktor Eksternal 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi yang dilakukan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat maka akibat 

kurangnya partisipasi masyarakat terhadap diskresi yang diterapkan oleh 

kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit lebih berat, dalam artian bila 

polisi menggunakan wewenang diskresinya maka masyarakat menganggap 

polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak 

menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk 

bebas dari tuduhan dengan dalih diskresi. 

2. Akibat bahwa wewenang penerapan diskresi yang begitu luas, menyangkut 

dasar hukum dengan batasan-batasannya karena pada dasarnya diskresi 
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merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan 

hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan 

pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi dalam hal penghentian 

penyidikan ataupun penahanan dilakukan melalui pengawasan internal 

(pengawasan melekat) dan pengendalian oleh atasannya langsung 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan 

dalam Tindakan Kepolisian dan Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat agar memahami mengenai penerapan diskresi dalam tahap 

penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa 

Barat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penerapan diskresi 

yang dilakukan oleh penyidik bukanlah suatu kesewenangan dalam 

menyelesaikan suatu tindak pidana dan masyarakat dapat dilibatkan dalam 

penerapan diskresi guna terwujudnya transparansi; 

2. Perlu ada pengawasan secara internal maupun eksternal terhadap 

penggunaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah 
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Jawa Barat, sehingga Penyidik tidak menyalahgunakan kewenangan 

penerapan Diskresi dan Penyidik wajib secara berkala membuat SP2HP 

untuk transparansi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan 

kepada pelapor maupun korban.
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